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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap pengelolaan limbah 

medis di Puskesmas Tegalrejo juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan yang ada sehingga tidak menimbulkan timbunan limbah, 

hal tersebut dikarenakan langkah pengelolaannya sudah tertata dengan benar 

yaitu dengan cara pemilihan, pensterlian serta pengumpulan limbah agar tidak 

mencemari lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu tidak 

terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah medis Puskesmas Tegalrejo 

karena pengelolaan limbah medis Puskesmas sudah sesuai dengan ketentuan 

yang ada, dalam pengelolaan libah tersebut juga telah didukung oleh peran 

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi puskesmas 

tegalrejo untuk saling berkoordinasi dalam menangani masalah limbah medis 

Puskesmas agar tidak mencemari lingkungan. Pelaporan ke Dinas Kesehatan 

juga rutin dilakukan oleh Puskesmas Tegalrejo.  

2. Pengelolaan limbah medis di Puskesmas Kota Yogyakarta secara keseluruhan 

juga sudah sesuai, namun belum maksimal karena masih ada kendala 

mengenai pelaporan timbulan limbah medis yang tidak rutin di Puskesmas 

Tegalrejo ke Dinas Lingkungan Hidup, Keterbatasan lahan TPS untuk 
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Puskesmas di Kota Yogyakarta, dan juga terkadang dalam sesama instansi 

juga masih minim akan pengetahuan terkait pengelolaan limbah seperti 

Limbah Medis yang masuk ke kresek gudang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih tegas dalam menindaklanjuti 

setiap Puskesmas yang dalam melakukan pelaporan atas data Limbah Medis 

masih kurang rutin agar tidak ada permasalahan terhadap timbulan limbah yang 

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekecil apapun. 

2. Dalam permasalahan keterbatasan lahan saran yang dapat diberikan penulis yaitu 

agar pihak Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan suatu program yang bertujuan 

untuk mengkaji ulang pengelolaan sampah dan menghimbau masyarakat untuk 

lebih memilah sampah sesuai dengan kriterianya sehingga hal tersebut dapat 

mengurangi penimbunan pada TPS. Walaupun permasalahan atas limbah medis 

puskesmas tidak bisa dengan mudah dikurangi dikarenakan banyaknya 

masyarakat untuk melakukan pengobatan ke fasyankes, alangkah baiknya jika 

masyarakat Kota Yogyakarta lebih dihimbau untuk melakukan kehidupan yang 

sehat sehingga berkurangnya penyakit maka limbah medis yang dihasilkan akan 

semakin berkurang.  
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3. Terkait pada masalah dalam sesama instansi yang salah memasukan limbah 

infeksius ke kresek yang benar untuk lebih diawasi dan ditindaklanjuti secara 

tegas agar tidak ada limbah B3 yang salah dalam langkah pengelolaannya lagi 

karena tidak ada yang tahu apakah masih ada yang salah menyatukan limbah 

infeksius dengan limbah biasa atau tidak sehingga dapat membuat jera para 

pelaku yang salah memasukan limbah tersebut. 
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